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ABSTRAK

Pengaruh Akuntabilitas Dan Budaya Organisasi BerAKHLAK
Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Melalui Mediasi
Kualitas Pelaporan Keuangan

Oleh:
Mahdi Hendrich

Akuntabilitas dan Budaya Organisasi dapat berpengaruh terhadap baik buruknya
Kinerja Pemerintah Daerah. Melalui mediasi kualitas pelaporan keuangan kedua
variabel tersebut diduga dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja
peemrintah daerah. Penelitian ini berupaya menganalisis pengaruh Akuntabilitas
dan Budaya Organisasi “BerAKHLAK” terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
melalui mediasi Pelaporan Keuangan Daerah di Provinsi Sumatera Selatan,
Indonesia. Hasil penelitian menemukan bahwa Variabel Akuntabilitas memiliki
pengaruh langsung, positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah,
Variabel Budaya Organisasi BerAKHLAK memiliki pengaruh langsung, positif
dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, Variabel Kualitas Pelaporan
Keuangan mampu memediasi pengaruh Budaya Organisasi BerAKHLAK
terhadap Kinerja Pemerintah Daerah namun tak mampu memediasi pengaruh
Akuntabilitas terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, serta Variabel Kualitas
Pelaporan Keuangan memiliki pengaruh Ingsung, positif dan signifikan.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Budaya Organisasi BerAKHLAK, Kinerja Pemerintah
Daerah, Variabel Mediasi Kualitas Pelaporan Keuangan.



ABSTRACT

The Effect Of Accountability And Organizational Culture On Local
Government Performance Through The Mediation Of
Financial Reporting Quality

By:
Mahdi Hendrich

Accountability and Organizational Culture can affect the good or bad performance
of the Regional Government. Through the mediation of the quality of financial
reporting, both variables are thought to have a significant effect on the
performance of the regional government. This study attempts to analyze the effect
of Accountability and Organizational Culture called "BerAKHLAK" on Regional
Government Performance through the mediation of Regional Financial Reporting
in South Sumatra Province, Indonesia. The results of the study found that the
Accountability variable has a direct, positive, and significant effect on Local
Government Performance. The “BerAKHLAK” Organizational Culture variable
also has a direct, positive, and significant effect on Local Government
Performance. The Financial Reporting Quality variable is able to mediate the
influence of the “BerAKHLAK” Organizational Culture on Local Government
Performance but is unable to mediate the influence of Accountability on Local
Government Performance. Additionally, the Financial Reporting Quality variable
has a direct, positive, and significant effect.

Keywords: Accountability, Organizational Culture BerAKHLAK, Local
Government Performance, The Mediation Of Financial Reporting
Quiality.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak diterapkannya otonomi daerah di Indonesia pada tahun 2001 melalui
UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (yang kemudian direvisi
dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014), kondisi
pemerintahan daerah mengalami berbagai perubahan signifikan. Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 definisi otonomi daerah adalah hak,
wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. UU Nomor 32 Tahun 2004 juga mendefinisikan
daerah otonom sebagai adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai
batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Beberapa aspek penting terkait kondisi pemerintahan daerah pasca
penerapan otonomi daerah adalah terciptanya peningkatan kewenangan dan
tanggung jawab daerah yang membawa efisiensi dan efektivitas dalam
pembangunan daerah, munculnya inovasi dan reformasi dalam pengelolaan aset-
aset daerah, serta adanya peningkatan partisipasi masyarakat lokal dalam

pembangunan daerahnya. Penerapan otonomi daerah memiliki tujuan akhir yaitu



mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah agar tercipta kesejahteraan yang
merata di setiap wilayah kabupaten dan kota.

Sumatera Selatan adalah provinsi yang dipilih dalam penelitian ini untuk
diteliti kinerja pemerintahannya. Alasan pemilihan Sumatera Selatan sebagai
objek yang diteliti adalah dikarenakan Sumatera Selatan adalah provinsi terbesar
ketiga di Pulau Sumatera berdasarkan luas wilayah. Berdasarkan luas wilayahnya
yang mencapai sekitar 91.592,43 km2, Sumatera Selatan menempati peringkat ke-
10 sebagai provinsi terbesar di Indonesia. Provinsi Sumatera Selatan memiliki
peran penting dalam ekonomi dan infrastruktur di Pulau Sumatera, dikenal dengan
sumber daya alamnya yang melimpah serta disebut sebagai "Lumbung Energi”
Indonesia karena memiliki cadangan sumber energi melimpah misalnya batu bara,
minyak bumi, gas alam, dan potensi energi terbarukan lainnya. Pemerintah-
pemerintah daerah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebanyak 17
kabupaten dan kota menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Menurut Badan Pusat Statitik (2024), Provinsi Sumatera Selatan memiliki
kinerja perekonomian yang cukup baik. Tercatat perekonomian Sumatera Selatan
tumbuh 5,08% dan berada di atas nasional sebesar 4,94% selama tahun 2023.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumsel berada pada angka 73,18
poin atau masuk dalam kategori tinggi. Angka itu naik 0,97 poin dibandingkan
2022. Namun, angka itu masih di bawah nasional yang mencapai 74,39 poin.
Angka pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan juga tercatat turun selama

tahun 2023. Data-data tersebut sering digunakan untuk menilai Kinerja



pemerintahan daerah dan data tersebut dapat disimpulkan bahwa Provinsi
Sumatera Selatan memiliki kinerja peemrintahan yang cukup baik.

Kinerja pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian sasaran, tujuan, misi
dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi publik
yaitu pemerintah daerah. Kinerja pemerintah daerah diukur dari berbagai aspek,
antara lain: (1) Masukan (input) yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar
pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran; (2) Proses
(process): ukuran kegiatan baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat
akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut; (3) Keluaran (output): sesuatu yang
diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berwujud
(tangibel) maupun tidak berwujud (intangible); (4) Manfaat (benefit): keuntungan
atau nilai yang diperoleh dari hasil suatu kegiatan; (5) Dampak (impact):
pengaruh dari suatu kegiatan terhadap masyarakat, baik secara positif maupun
negatif (Mahsun, 2020).

Kinerja pemerintah daerah merupakan hasil kerja pemerintah suatu wilayah
provinsi, kabupaten atau kota dalam menjalankan tugas pembangunan untuk
memenuhi kebutuhan serta menciptakan kesejahteraan masyarakat. Evaluasi
terhadap kinerja pemerintah daerah dapat meliputi berbagai aspek seperti
pengelolaan  keuangan, pelayanan publik, pembangunan infrastruktur,
pengembangan ekonomi, pengelolaan lingkungan, serta partisipasi masyarakat
dalam proses pengambilan keputusan.

Menurut Rahayu, et al (2023) pengukuran kinerja pemerintah sangat penting

untuk menilai pencapaian sasaran dan pelayanan publik, salah satunya diukur dari



perspektif kondisi keuangan. Untuk melakukan evaluasi terhadap Kkinerja
pemerintah daerah tentu perlu ditetapkan indikator-indikator tertentu dalam
penilaian tersebut. Tran et al (2021) mengemukakan beberapa indikator-indikator
kinerja pemerintahan antara lain adalah: (1) Kuantitas atau jumlah hasil kerja; (2)
Kualitas hasil kerja; (3) Banyaknya inovasi atau ide baru yang dilakukan; (4)
Reputasi pada keunggulan kerja; (5) Efisiensi operasional; (6) Moral personal.
Pemerintah pusat juga telah menyusun rumusan indikator Kinerja
pemerintah daerah salah satunya adalah melalui Indeks Pengelolaan Keuangan
Daerah (IPKD) yang dituangkan pada Permendagri No. 19 Tahun 2020 tentang
Pengukuran Indeks Pengelolaan Daerah. Menurut aturan Permendagri No. 19
Tahun 2020, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) merupakan satuan
ukuran kinerja pemerintah yang lebih terukur dan objektif. Hal tersebut
dikarenakan pengukuran Kinerja tidak terfokus pada satu hal saja namun ada
beberapa faktor di dalamnya, yaitu: (1) kesesuaian dokumen perencanaan dan
penganggaran; (2) pengalokasian anggaran belanja daerah dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); (3) transparansi pengelolaan keuangan
daerah; (4) penyerapan anggaran; (5) kondisi keuangan daerah; (6) Opini BPK
terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pengukuran IPKD ini
akan menghasilkan pemilahan kategori penilaian terhadap pengelolaan keuangan
daerah masing-masing. Terdapat tiga kategori daerah berdasarkan nilai IPKD
yaitu: (1) daerah dengan kategori “Baik; (2) daerah dengan kategori “Perlu
Perbaikan”; (2) daerah dengan kategori “Sangat Perlu Perbaikan” (Khoirunnisa &

Siswantoro, 2023).



Kinerja pemerintah daerah memiliki hubungan yang erat dengan
akuntabilitas. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pratolo (2008) penerapan
akuntabilitas sangat mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja
pemerintahan karena untuk pertanggung jawaban akan kinerja yang dilakukan
oleh pemerintah. Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip dasar pemerintahan
yang baik (good governance). Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban
untuk memberikan pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilakukan.

Menurut Mardiasmo (2020), Akuntabilitas publik adalah kewajiban agen
untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas
dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada
pihak pemberi mandat (principal). Akuntabilitas adalah kewajiban organisasi
untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada para pemangku kepentingan.

Indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah: akuntabilitas
kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan
akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas kejujuran dan hukum terkait dengan
pengelolaan yang menghindari penyalahgunaan serta mematuhi aturan hukum
yang berlaku. Akuntabilitas proses terkait dengan proses pelaksanaan apakah
sesuai dengan standar prosedur akuntansi yang ditetapkan serta kecukupan sistem
informasi akuntansi yang memadai. Akuntabilitas program terkait dengan
efektivitas ketercapaian program. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan
pertanggung jawaban kepada masyarakat (Mardiasmo, 2020).

Selain akuntabilitas, budaya organisasi juga menjadi faktor yang menunjang

terciptanya kinerja pemerintahan daerah yang baik. Menurut Edy (2019), budaya



organisasi dapat didefinisikan sebagai perangkat sistem nilai-nilai (values),
keyakinan-keyakinan (beliefs), asumsi-asumsi (assumptions), atau norma-norma
yang telah lama berlaku disepakati dan diikuti oleh para anggota-anggota sebagai
pedoman perilaku dan pemecahan masalah-masalah organisasinya. Menurut
Sulaksono (2019), budaya organisasi adalah nilai-nilai yang menjadi pegangan
sumber daya manusia dalam menjalankan kewajiban dan perilakunya di dalam
organisasi. Dengan demikian, budaya organisasi yang terbentuk akan menjadi
pola sikap, perilaku dan sistem kerja yang melandasi arah sebuah organisasi.
Semakin baik dan positif budaya organisasi maka akan semakin memperkuat
organisasi dalam mewujudkan kinerja yang baik.

Budaya organisasi biasanya diterjemahkan dalam rumusan budaya kerja
pada sebuah organisasi. Rumusan budaya kerja dan organisasi di lingkungan
organisasi pemerintah daerah telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yaitu
rumusan “Core Value ASN”. Core Values ASN adalah nilai-nilai dasar ASN yang
sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Core Values ASN bertujuan untuk memperkuat budaya kerja yang mendorong
pembentukan karakter ASN (Aparatur Sipil Negara) yang profesional.

Rumusan Core Value ASN tersebut kemudian dituangkan menjadi menjadi
beberapa poin nilai yang menjadi landasan budaya kerja dan organisasi di
lingkungan aparatur pemerintahan. Poin-poin tersebut antara lain adalah
Berorientasi layanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan
Kolaboratif. Poin-poin nilai tersebut kemudian disingkat menjadi “BerAKHLAK”

Budaya organisasi BerAKHLAK diluncurkan oleh pemerintah pusat pada 27 Juli



2021. Berdasarkan Surat Edaran Menpan RB Nomor 20 Tahun 2020, setiap
instansi  pemerintah di pusat dan daerah perlu menerapkan nilai-nilai
BerAKHLAK. BerAKHLAK merupakan faktor penting dalam penguatan
Reformasi Birokrasi. Budaya kerja ini akan mendorong transformasi sistem kerja
organisasi dan manajemen Kkinerja ASN yang berorientasi pada output dan
outcome. Penerapan budaya organisasi berAKHLAK ini diharapkan mampu
berpengaruh positif dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Penelitian ini mencoba menganalisis hubungan dan pengaruh akuntabilitas
serta budaya organisasi dalam rangka mewujudkan Kinerja pemerintah daerah
yang baik. Beberapa kajian penelitian terdahulu menemukan bahwa variabel
akuntabilitas dan budaya organisasi memiliki pengaruh tak langsung terhadap
kinerja pemerintahan daerah. Dengan demikian artinya akuntabilitas dan budaya
organisasi akan efektif berpengaruh terhadap kinerja melalui variabel lain
memiliki efek langsung dalam mengubah kinerja pemerintah daerah. Oleh karena
itu, model penelitian yang akan dibangun membutuhkan satu variabel mediasi
yaitu Kualitas Pelaporan Keuangan.

Menurut Safkaur et al (2019) laporan keuangan pemerintah merupakan
komponen penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.
Meningkatnya tuntutan terhadap penerapan akuntabilitas publik, mempunyai
implikasi bagi manajemen di instansi pemerintah untuk memberikan informasi
kepada masyarakat, salah satunya adalah informasi tentang laporan keuangan.

Fungsi informasi di laporan keuangan tidak akan mempunyai manfaat jika



penyajian dan penyampaian informasi keuangan tidak dapat diandalkan dan tidak
tepat waktu.

Kualitas pelaporan keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
kinerja organisasi sektor publik. Kualitas laporan keuangan mencerminkan
kesesuaian informasi keuangan yang disajikan suatu entitas dengan standar
akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan yang berkualitas baik menunjukkan
bahwa informasi yang terkandung di dalamnya dapat digunakan dalam
pengambilan keputusan. Kualitas pelaporan keuangan tidak sekedar mencatat
angka, namun juga mencerminkan transparansi, akuntabilitas dan integritas
organisasi. Kualitas pelaporan keuangan juga berdampak pada Kinerja aktivitas
organisasi (Saputra et al., 2024).

Terdapat empat karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang
diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang
dikehendaki. Keempat karakteristik tersebut dijelaskan melalui Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu:
Andal, Relevan, Dapat dipahami, dan Dapat dibandingkan. Laporan keuangan
pemerintah dapat dikatakan berkualitas apabila memenuhi keempat karakteristik
tersebut (KSAP, 2022)

Permendagri No. 64 Tahun 2013 telah menetapkan tentang Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah. Penerapan
akuntansi berbasis akrual menghasilkan 7 laporan keuangan pokok, yakni Laporan
Operasional (LO), Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan

Perubahan Saldo Anggaran (SAL), Laporan Arus Kas (LAK), Catatan Atas



Laporan Keuangan (CalLK), dan Laporan Perubahan Ekuitas/LPE (Putra dan
Varina, 2021).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, yang menetapkan bahwa Laporan Keuangan pemerintah pada gilirannya
harus diaudit oleh BPK. Tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah
melaksanakan pemeriksaan keuangan, kemudian hasil dari pemeriksaan BPK
akan dikeluarkan pendapat atau opini yang merupakan pernyataan profesional
pemeriksa atas pemeriksaan laporan keuangan (Rante et al., 2018). Undang-
undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara mendefinisikan opini sebagai pernyataan profesional
yang merupakan kesimpulan mengenai tingkat kewajaran informasi yang
disajikan dalam laporan keuangan. UU tersebut juga menyebutkan jenis-jenis
opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa yaitu opini Wajar Tanpa
Pengecualian/WTP (unqualified opinion), opini Wajar Dengan
Pengecualian/WDP (qualified opinion), opini Tidak Wajar/TW (adverse), dan
pernyataan menolak atau tidak memberikan pendapat/TMP (disclaimer)
(Umaryadi, 2015).

Opini WTP menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar
dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran
lebih, posisi keuangan, operasional arus kas, dan perubahan ekuitas, serta Catatan
Atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku
umum (SAP). Opini WDP menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan

secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo



anggaran lebih, posisi keuangan, operasional arus kas, dan perubahan ekuitas,
serta CaLK sesuai SAP, kecuali untuk dampak hal-hal yang dikecualikan yaitu
penyimpangan dari prinsip akuntansi (salah saji) dan adanya pembatasan lingkup
atau ketidakcukupan bukti. Opini TW adalah ketika Pemeriksa, setelah
memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai, menyimpulkan bahwa
penyimpangan dari prinsip akuntansi (salah saji) yang ditemukan, baik secara
individual maupun agregat, adalah material dan pervasive. Sifat pervasive
(berpengaruh secara keseluruhan) diantaranya dapat dilihat dari kompleksitas,
proporsinya terhadap laporan keuangan secara keseluruhan, dan persyaratan
pengungkapan yang bersifat fundamental. Sementara kondisi yang menyebabkan
Pemeriksa menyatakan opini TMP adalah adanya pembatasan lingkup yang luar
biasa sehingga Pemeriksa tidak dapat memperoleh bukti yang cukup memadai
sebagai dasar menyatakan pendapat atau opini (BPK RI, 2020).

Setelah menguraikan variabel-variabel penelitian yang akan digunakan,
maka selanjutnya akan dibahas bagaimana kondisi variabel-variabel tersebut pada
objek penelitian yang kita amati yaitu Provinsi Sumatera Selatan. Beberapa data
dan fakta didapati terkait kinerja pemerintah, pelaksanaan akuntabilitas keuangan,
penerapan budaya organisasi BerAKHLAK, serta bagaimana pelaporan keuangan
pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan data awal yang telah dikemukakan oleh BPS sebelumnya
dinyatakan bahwa Provonsi Sumatera Selatan memiliki kinerja perekonomian
yang cukup baik. Namun jika mengacu pada perhitungan Indeks Pengelolaan

Keuangan Daerah (IPKD) yang merupakan acuan pemerintah daerah dalam

10



menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah, maka masih banyak terdapat
kelemahan pengelolaan keuangan di Sumatera Selatan khususnya dinilai dari
pengelolaan keuangan seluruh kabupaten dan kota. Nilai IPKD di Sumatera
Selatan pada berbagai kabupaten dan kota masih banyak yang masuk dalam
kategori “Perlu Perbaikan” dan “Sangat Perlu Perbaikan” untuk pengelolaan
keuangan daerahnya. Tabel berikut ini menggambarkan penilaian IPKD di

Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021-2022.

Tabel 1
Penilaian IPKD Kabupaten/Kota Sumsel 2021-2022
PENILAIAN IPKD
2021 2022
Kab/Kota. o 0 o 0
ndeks . ndeks .
Total Kategori Total Kategori
OKU 52.11 Sangat Perlu 80.55 Baik
Perbaikan
OKI 69.66 Perlu Perbaikan 73.31 Perlu Perbaikan
Muara Enim 77.08 Perlu Perbaikan 73.96 Perlu Perbaikan
Lahat 57.67 Perlu Perbaikan 74.17 Perlu Perbaikan
Musi Rawas 59.56 Perlu Perbaikan 78.54 Baik
Musi Banyuasin 64.38 Perlu Perbaikan 68.92 Perlu Perbaikan
Banyuasin 54.51 Perlu Perbaikan 71.78 Perlu Perbaikan
OKU Timur 69,92 Perlu Perbaikan 78.80 Baik
OKU Selatan 66,06 Perlu Perbaikan 73.11 Perlu Perbaikan
Ogan llir 72,15 Perlu Perbaikan 73.62 Perlu Perbaikan
Empat Lawang 57,83 Perlu Perbaikan 75.57 Perlu Perbaikan
Penukal Abab . .
Lematang Ilir 50,06 Perlu Perbaikan 51.21 | Sangat Perlu Perbaikan
Muratara 69,23 Perlu Perbaikan 75.76 Perlu Perbaikan
Palembang 65,61 Perlu Perbaikan 73.44 Perlu Perbaikan
Pagar Alam 57,89 Perlu Perbaikan 55.46 | Sangat Perlu Perbaikan
. Sangat Perlu .
Lubuk Linggau 44,46 Perbaikan 65.69 Perlu Perbaikan
Prabumulih 46,82 Sangat _Perlu 59.58 Perlu Perbaikan
Perbaikan

Sumber:|https://ipkd-bpp.kemendagri.go.id/|, 2024
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Pada Tabel 1 tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2021 hampir seluruh
kabupaten dan kota di Sumatera Selatan mendapatkan kategori IPKD “Perlu
Perbaikan, sedangkan sisanya mendapatkan kategori “Sangat Perlu Perbaikan”.
Demikian juga sama yang terjadi pada tahun 2022, hanya saja sudah ada tiga
kabupaten yang mendapat kategori IPKD “Baik” yaitu Kabupaten OKU, Musi
Rawas dan OKU Timur. Sementara sebagian besar daerah masih berkategori
“Perlu Perbaikan™ dan sisanya berkategori “Sangat Perlu Perbaikan”. Kondisi ini
juga menggambarkan bahwa masih banyak kabupaten dan kota di Sumatera
Selatan yang mendapatkan hasil yang belum optimal dalam pengelolaan keuangan
daerah serta masih terdapat kelemahan dalam hal pencapaian ideal pada
pemenuhan indikator-indikator pengelolaan keuangan daerah yang dituangkan
dalam IPKD.

Sementara itu terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan, fenomena yang
menjadi sorotan adalah masih ditemui kasus-kasus korupsi yang melibatkan
oknum-oknum pejabat di lingkungan pemerintahan daerah di Sumatera Selatan
menunjukkan masih terdapat kelemahan dalam akuntabilitas pada pengelolaan
keuangan pemerintah daerah di Sumatera Selatan. Berdasarkan data indeks
pencegahan korupsi yang dikembangkan KPK yaitu MCP (Monitoring Centre of
Prevention), data menunjukkan rata-rata indeks MCP Sumsel pada tahun 2022

adalah sebesar 74 dan lebih rendah dari rata-rata nasional yang sebesar 76

https://kpk.go.id/) Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata kinerja pencegahan

korupsi di Sumatera Selatan lebih rendah dari rata-rata nasional. Rendahnya rata-

rata Indeks MCP Sumatera Selatan disebabkan rendahnya indeks MCP yang
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diperoleh oleh 9 kabupaten/kota dibandingkan rata-rata nasional. Fenomena ini
merupakan indikasi bahwa masih terdapat celah kelemahan pada akuntabilitas
pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Sumatera Selatan. Masih terdapat
oknum-oknum pejabat pemerintahan daerah yang tidak mengedepankan sikap
kejujuran, amanah dan ketaatan pada hukum.

Dari sisi penerapan budaya organisasi BerAKHLAK dapat diamati dari hasil
survei Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(KemenPANRB). KemenPANRB mengungkapkan, di tahun 2022 telah dilakukan
Survei Indeks BerAKHLAK yang hasilnya dijadikan baseline pengukuran di
tahun 2023. Hasil survei menunjukkan rata-rata indeks implementasi ASN
BerAKHLAK di 442 instansi pemerintah yang memenuhi syarat minimum
responden adalah 60,9 persen atau di kategori B yaitu Cukup Sehat. Namun nilai
Adaptif masih menjadi catatan bersama karena hampir di seluruh instansi

pemerintah nilainya masih merah atau nilainya masih di bawah 50

https://www.menpan.go.id/). Nilai-nilai ini juga termasuk penilaian bagi Provinsi

Sumatera Saelatan. Catatan ini menunjukkan masih belum optimalnya penerapan
budaya organisasi BerAKHLAK sehingga masih berdampak pada munculnya
celah kelemahan kinerja pemerintah. Sementara dari sisi kualitas pelaporan
keuangan daerah, opini BPK dalam pemeriksaan laporan keuangan daerah masih
menjadi acuan utama penilaian baik tidaknya pelaporan keuangan Provinsi
Sumatera Selatan disampaikan. Tabel berikut ini menunjukkan opini yang
diberikan BPK pada setiap hasil pemeriksaan atas laporan keuangan daerah yang

dilaporkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
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Tabel 2

Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah

Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan 2010-2022

NO PEMERINTAH DAERAH 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
1 Pemerintah Prov. Sumsel WDP | WDP | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP
2 Pemerintah Kab. Lahat WDP | WDP | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP
3 Pemerintah Kab. Musi Banyuasin WDP | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WDP | WDP
4 Pemerintah Kab. Maura Enim WDP | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP
5 Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir WDP | WDP | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP
6 Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu WDP | WTP | WTP | WTP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP
7 Pemerintah Kota Palembang WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WDP
8 Pemerintah Kota Pagaralam WDP | WDP | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WDP
9 Pemerintah Kota Lubuk Linggau WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP
10 Pemerintah Kota Prabumulih WDP | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP
11 Pemerintah Kab. Banyuasin WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP
12 Pemerintah Kab. Ogan Ilir WDP | WDP | WDP | WDP | WTP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WDP
13 Pemerintah Kab. OKU Timur WDP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP
14 Pemerintah Kab. OKU Selatan WDP | WDP | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP
15 Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara - - - - TMP | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP
16 Pemerintah Kab. Musi Rawas WDP | WDP | WDP | WDP | WTP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP
17 Pemerintah Kab. PALI - - - - TMP | WDP | WTP | WDP | WTP | WTP | WDP | WTP | WTP
18 Pemerintah Kab. Empat Lawang WDP | WDP | TMP | WDP | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP

Sumber: sumsel.bpk.go.id, 2024
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Berdasarkan tabel 2 terlihat paling tidak selama 7 tahun terakhir yaitu sejak
2016-2022, hampir semua Kabupaten/Kota di Provinsi Sumataera Selatan
mendapatkan opini terbaik dari BPK pada penilaian laporan keuangan daerahnya
yaitu “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP). Hanya ada 2 kabupaten selama periode
tersebut mendapatkan opini “Wajar Dengan Pengecualian” (WDP) vyaitu
Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2016 serta Kabupaten PALI pada tahun
2017 dan 2020, dan Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2021. Sementara
untuk tahun 2022 yang mendapat opini “Wajar Dengan Pengecualian” (WDP)
yaitu Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, Kota Pagaralam dan Kota
Palembang.

Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah vyaitu Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) yang diperoleh hampir seluruh kabupaten dan kota di
Sumatera Selatan selama periode 2016-2022 merupakan salah satu fenomena
yang diamati dalam penelitian ini. Melalui fenomena tersebut secara umum
memberikan penilaian langsung yang menunjukkan bahwa kualitas pelaporan
keuangan telah dinilai baik dan sangat memenuhi persyaratan yang telah
ditentukan oleh peraturan. Namun, apabila dihubungkan dengan kinerja keuangan
pemerintah daerah di Sumatera Selatan, opini WTP tersebut belum cukup
menggambarkan progres pembangunan  yang ideal di beberapa wilayah
kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Beberapa kabupaten/kota belum
menunjukkan pesatnya perkembangan pembangunan yang dapat dinilai dari
pertumbuhan ekonomi, penyediaan fasilitas publik, peningkatan kualitas hidup

sumber daya manusianya serta kesejahteraan masyarakatnya. Berdasarkan fakta



ini, dapat diduga walaupun mendapat opini WTP, namun pada beberapa
kabupaten/kota tampaknya efektivitas dan efisiensi pengalokasian belanja publik
belum tepat sasaran dan belum ideal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
sehingga tujuan pembangunan belum tercapai secara ideal.

Melalui penilaian kualitas pelaporan keuangan yang baik, seharusnya
pemerintahan daerah di Provinsi Sumatera Selatan mampu merumuskan kebijakan
yang pembangunan yang efektif sehingga pengalokasian belanja daerah untuk
mendorong pelaksanaan kebijakan itu juga tepat sasaran. Beberapa fakta lapangan
menunjukkan bahwa terdapat kabupaten dan kota di Sumatera Selatan yang
mengalokasikan belanja daerahnya kepada proyek-proyek pembangunan yang
bukan merupakan prioritas bagi kebutuhan masyarakat bahkan terkadang proyek
pembangunan tersebut hanya mendatangkan pemborosan keuangan saja.

Beberapa penelitian terdahulu menjadi acuan untuk mengembangkan
penelitian ini. Penelitian-penelitian yang menganalisis pengaruh langsung kualitas
pelaporan keuangan terhadap Kkinerja organisasi baik publik maupun privat.
Penelitian-Penelitian itu antara lain penelitian Sohail dan Aziz (2019), Pakpahan
(2020), Ogbonnaya dan Basil (2019), Babatunde dan Adeniyi (2019), Yunia dan
Muttagin (2022) Palembangan et al (2022). Hasil penelitian mereka menunjukkan
bahwa kualitas pelaporan keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan
terhadap kinerja organisasi. Hal ini dikarenakan kualitas pelaporan keuangan
dapat memberikan informasi yang akurat dan relevan kepada pemangku

kepentingan, sehingga dapat membantu mereka dalam pengambilan keputusan.
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Terkait hubungan antara akuntabilitas terhadap kualitas pelaporan keuangan,
beberapa penelitian telah menganalisisnya. Penelitian-penelitian tersebut antara
lain penelitian Subaeti (2018), Fikrian (2015), Handayani (2019), Ridzal (2020),
Wiguna et al (2021), dan Kholifaturronmah et al (2023). Hasil penelitian-
penelitian tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh yang
positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Beberapa penelitian mencoba menganalisis hubungan antara budaya
organisasi terhadap kinerja sektor publik dan akuntabilitas yaitu antara lain
penelitian Thi Tran et al (2021), yang meneliti tentang budaya kerja yang
berorientasi pada hasil berpengaruh positif Kinerja sektor publik melalui mediasi
akuntabilitas. Sementara penelitian milik Savi¢ et al (2023) juga menganalisis
pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja keuangan instansi/perusahaan namun
menghasilkan kesimpulan yang berbeda yaitu bahwa tidak terlihat indikasi adanya
pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja keuangan instansi/perusahaan.

Penelitian lain mencoba menganalisis hubungan antara budaya organisasi
terhadap kualitas pelaporan keuangan yaitu penelitian Inah et al. (2014), Kuraesin
et al. (2022), Azwari et al., (2023), Ufuoma & Nwasom, (2023). Penelitian
tersebut mencapai kesimpulan bahwa budaya organisasi dapat mempengaruhi
tingkat kualitas pelaporan keuangan. Semakin positif budaya organisasi yang
berkembang di sebuah instansi/perusahaan maka pelaporan keuangan semakin
baik.

Penelitian ini berupaya melakukan pengembangan dari penelitian-penelitian

sebelumnya dengan menggunakan variasi variabel mediasi serta memperluas
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ruang lingkup objek penelitian dan cakupan data yang lebih banyak. Pada
penelitian-penelitian sebelumnya, objek sektor publik yang diamati terbatas hanya
pada sedikit instansi pemerintahan (dinas) yang sifatnya masih berada di bawah
pemerintah kota, kabupaten, atau provinsi. Penelitian ini berusaha meneliti
pemerintah kota atau kabupaten langsung di Provinsi Sumatera Selatan yang
jumlah adalah 17 kabupaten dan kota. Beberapa penelitian sejenis yang terdahulu
belum pernah menggunakan objek seluruh pemerintah daerah kabupaten dan kota
provinsi untuk diteliti bagaimana pengaruh Budaya Organisasi dan Akuntabilitas
terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah melalui mediasi Kualitas Pelaporan
Keuangan.

Novelty utama dalam penelitian ini adalah penggunaan indikator-indikator
variabel yang merupakan pengembangan dan modifikasi yang dilakukan peneliti
dengan mengacu pada indikator-indikator dasar yang di kemukakan teori.
Terdapat beberapa penambahan indikator-indikator baru pada setiap variabel yang
dibahas pada penelitian ini.

Pembahasan tentang variabel Kinerja Pemerintah Daerah dalam penelitian
ini sangat penting dilakukan dikarenakan salah satu tujuan yang hendak dicapai
dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pencapaian hasil kerja
pembangunan yang diperoleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan khususnya
lebih rinci pada 17 Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di dalamnya. Sementara
variabel Akuntabilitas dan Budaya Organisasi BerAKHLAK diperlukan untuk
ditempatkan sebagai variabel yang menjelaskan Kinerja Pemerintah Daerah

tersebut. Variabel Kualitas Pelaporan Keuangan dijadikan variabel mediasi
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dengan pertimbangan dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang menyatakan
bahwa Akuntabilitas dan Budaya Organisasi memiliki pengaruh tak langsung
terhadap Kinerja Pemerintah Daerah sehingga membutuhkan variabel lain sebagai
mediasi. Selain itu, beberapa penelitian terdahulu menyatakan bahwa variabel
Akuntabilitas dan Budaya Organisasi memiliki pengaruh yang langsung terhadap
Kualitas Pelaporan Keuangan, sedangkan Kualitas Pelaporan Keuangan sendiri
memiliki pengaruh langsung dalam mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah
berdasarkan kajian penelitian dan riset terdahulu. Dengan dasar pertimbangan-
pertimbangan tersebut maka Kualitas Pelaporan Keuangan dipilih menjadi
variabel mediasi pada penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti menentukan untuk menyusun
penelitian dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas dan Budaya Organisasi
BerAKHLAK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Melalui Mediasi

Kualitas Pelaporan Keuangan”.

1.2. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah yang diangkat adalah:
1. Bagaimanakah pengaruh langsung Akuntabilitas dan Budaya Organisasi
BerAKHLAK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah?
2. Bagaimanakah pengaruh langsung Kualitas Pelaporan KeuanganTerhadap

Kinerja Pemerintah Daerah?
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3. Bagaimanakah pengaruh tak langsung Akuntabilitas dan Budaya Organisasi
BerAKHLAK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah melalui mediasi variabel

Kualitas Pelaporan Keuangan?

1.3. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menguji pengaruh langsung Akuntabilitas terhadap Kinerja Pemerintah
Daerah.

2.  Untuk menguji pengaruh langsung Budaya Organisasi BerAKHLAK terhadap
Kinerja Pemerintah Daerah

3. Untuk menguji pengaruh tak langsung Akuntabilitas dan Budaya Organisasi
BerAKHLAK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Provnsi Sumatera Selatan

melalui mediasi variabel Kualitas Pelaporan Keuangan.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi
perkembangan ilmu ekonomi maupun bagi pengambil kebijakan. Manfaat
penelitian tersebut adalah sebagai berikut:
1. Manfaat teoritis.
Penelitian ini mencoba memperluas pemahaman tentang akuntabilitas publik dan
kinerja sektor publik. Penelitian menggunakan New Public Manajemen (NPM)
Theory sebagai teori utama. Melalui analisis teori ini, diharapkan dapat

memberikan sumbangan pemikiran dan referensi tentang pengaruh langsung
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Akuntabilitas dan Budaya Organisasi BerAKHLAK terhadap Kinerja Pemerintah
Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta pengaruh tak lansungnya melalui mediasi
variabel Kualitas Pelaporan Keuangan.

2. Manfaat Praktis.

a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah Provinsi
Sumatera Selatan agar dalam upaya peningkatan kinerja dapat memperhatikan
kualitas pelaporan keuangan serta peningkatan akuntabilitas pemerintah dan
efektivitas penerapan budaya organisasi BerAKHLAK

b. Penelitian dapat sebagai referensi bagi pemerintah, masyarakat dalam menilai
dan memberikan saran atau masukan untuk pengembangan kinerja,
akuntabilitas, kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah, serta penerapan

budaya organisasi BerAKHLAK.
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